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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data, maka dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan hukum akan didapatkan oleh kreditur 

apabila piutangnya dijamin dengan suatu kebendaan tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan diantara kreditur-kreditur yang lain 

(kreditur preferen). Dalam hal obyek Hak Tanggungan yang dijaminkan masih 

dalam proses turun waris, maka perlindungan hukum akan didapat oleh pihak 

kreditur apabila proses turun waris berjalan dengan lancar dan kemudian Hak 

Tanggungannya dapat didaftarkan. 

Apabila ternyata proses turun waris itu tidak lancar, maka kreditur 

dapat meminta suatu jaminan khusus lainnya, misalnya dengan Fidusia. 

Terakhir piutang kreditur hanya dijamin dengan jaminan umum saja, berupa 

seluruh kebendaan debitur. Dari hal tersebutlah perlindungan hukum dapat 

didapatkan oleh pihak kreditur. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada para pihak adalah sebagai berikut. 

Saran kepada pemberi Hak Tanggungan adalah seyogyanya apabila hak atas 

tanah akan dijadikan suatu jaminan dalam suatu perutangan masih dalam 

proses turun waris, maka proses tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum 
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diikat dengan jaminan tertentu, supaya memberikan perlindungan hukum 

sepenuhnya bagi para pihak. 

Saran kepada penerima Hak Tanggungan/kreditur/bank adalah apabila 

memberikan kredit tertentu kepada debitur/nasabah, pihak bank harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Pembebanan Hak Tanggungan 

terhadap obyek hak atas tanah yang masih dalam proses turun waris memang 

diperbolehkan oleh hukum, namun harus diperhatikan pula dokumen-

dokumen yang menyertainya. Bank dapat memberikan persyaratan tambahan 

dalam proses pemberian kredit yang dijamin dengan obyek yang masih dalam 

proses turun waris, misalnya surat bukti sebagai ahli waris. Sehingga terdapat 

keyakinan dari pihak bank bahwa pemberi Hak Tanggungan/debitur/nasabah 

memang ahli waris yang sah dan pada saat peralihan hak atas tanah serta 

pendaftaran Hak Tanggungan dapat berjalan dengan lancar. 

Bank dapat membuat suatu klausula tertentu dalam perjanjian kredit. 

Klausula tersebut dapat berisi tentang ketentuan bahwa sebelum proses 

peralihan dan pendaftaran Hak Tanggungan selesai maka pihak Bank belum 

akan mencairkan kredit. Selain itu untuk mengantisipasi masuknya pihak 

ketiga dalam proses peralihan hak atas tanah, dapat pula dibuat suatu klausula 

yang berisi tentang ketentuan apabila proses peralihan hak atas tanah yang 

menjadi obyek Hak Tanggungan itu bermasalah, maka pihak Bank berhak 

membatalkan perjanjian kredit yang telah dibuat. 
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